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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada 

pendidikan akhlak mulia 

(HR. Bukhari) 

 

Sometimes, when we feel weakest, we are actually approaching the strongest 

moment in our lives 

- Taylor Swift  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap insan memiliki hak untuk sehat dan bahagia, hidup dengan 

kondisi sehat ialah kondisi tubuh yang sangat didambakan oleh setiap 

insan. Tidak ada yang pernah menginginkan sakit, namun bagaimana jika 

sakit itu datang akibat dari kelalaian dokter? Negara wajib menjamin 

setiap pelayanan kesehatan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan 

standar regulasi dalam aturan perundanga-undangan. Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan, sehat bukan hanya 

keadaan yang tidak sakit, namun fisik, jiwa maupun keadaan sosialnya 

baik sehingga membuatnya dapat menjalani hidup dengan prima maka 

itulah yang dikatakan sehat.1 Beraneka upaya oleh sekelompok individu 

yang mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan telah dilakukan demi 

tercapainya masyarakat yang sehat, merekalah yang disebut dengan tenaga 

kesehatan.2 Tujuan pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah guna 

meningkatkan indeks kesehatan masyarakat dan dilakukandengan cara 

yang komprehensif dan kolaboratif untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

Untuk alasan ini, perlu untuk melakukan pengembanganperawatan 

kesehatan yang mencakup pendidikan kesehatan, manajemen perawatan

                                                             
1Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No 17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 

2009, TLN No 6887, Ps. 1. 
2 R.A. Antari Inaka Turingsih, “Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan 

Kesehatan”, Jurnal Mimbar Hukum, (Desember 2012), hlm. 268. 
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medis, pengelolaan kesehatan dan pengembangan kesehatan dengan cara 

yang komprehensif.3 

Berdasarkan pemahaman ini,menjaga kesehatan warga Negara 

Indonesia adalah sesuatu yang membutuhkan pertimbangan dan perhatian 

serta pengaturan khusus. Menjaga kualitas layanan Kesehatan menjadi 

sebuah hal yang penting dan wajib dilakukan oleh negara untuk menjamin 

terpenuhinya hak asasi masyarakatnya. Penelitian ini dilakukan karena 

penulis melihat masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta 

mengawasi proses tindakan medis dalam layanan Kesehatan yang mereka 

terima, masyarakat Indonesia banyak yang terlalu memasrahkan tindakan 

medis yang dilakukan oleh tenaga medis tanpa melihat apakah tindakan 

tersebut sesuai dengan standar prosedur atau tidak. Disisi lain masih 

banyak oknum dokter medis lainya yang tidak melibatkan pasienya dalam 

proses tindakan medis, dengan kurang membangun komunikasi sehingga 

beberapa tindakan medis justru berakibat fatal dan merugikan.  

Kualitas kesehatan masyarakat di suatu negara menentukan 

tumbuh dan berkembangnya suatu negara, karena kesehatan yang baik 

berkorelasi dengan kualitas sumber daya manusia yang berkembang 

baik.Undang-undang yang menjadi payung hukum dalam menjaga standar 

kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan harus dijalankan dengan 

baik sebagai regulasi dasar yang mengatur sekaligus melindungi. Dalam 

hal pengawasan lewat Undang-Undang, orientasi hukum setidaknya harus 

                                                             
3 Wahyu Wiriadinata,” Dokter, Pasien Dan Malpraktik”, Jurnal Mimbar Hukum, 

(Agustus 2014), hlm. 44. 
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mengacu pada dua hal yaitu, standar profesionalitas dokter dan tenaga 

kesehatan sebagai subjek pelaksanan layanan kesehatan. Masyarakat 

sebagai objek penerima layanan kesehatan harus jeli melihat karena efek 

samping dari tindakan medis dan kelalaian akibat tindakan medis itu 

berbeda. 

Seorang dokter merupakan individu yang memiliki kemampuan 

dan izin untuk mengelola masalah kesehatan, terutama dengan 

mengidentifikasi serta mengobati penyakit sesuai dengan hukum  yang 

mengatur pelayanan dalam bidang kesehatan. Menjadi dokter berarti 

merawat orang yang sakit sehingga mereka dapat pulih, serta merawat 

manusia sehat agar tidak jatuh sakit, baik dengan cara pencegahan atau 

dengan meningkatkan tingkat kesehatan mereka. Dengan demikian, dalam 

penyelenggaraan praktik kedokteran, terdapat suatu hubungan antara 

dokter dan pasien yang disebut dengan hubungan terapeutik, yang 

merupakan suatu bentuk hubungan hukum karena dilakukan oleh subjek 

hukum dan menimbulkan akibat hukum. 

Menurut Ari Yunanto, malpraktik dapat dikatakan bentuk kelalaian  

atau kesalahan dari tindakan tenaga kesehatan atau tenaga medis saat 

menerapkan perawatan kesehatan dengan prosedur yang tidak mematuhi 

standar operasional  prosedur dari tenaga kesehatan atau tenaga medis. 

Malpraktik medis dinilai sebagai perbuatan yang buruk dan perbuatann 

yang salah karena karena ketidaktelitian tenaga medis menyebabkan orang 

lain yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pasien yang mengharapkan 



4 
 

 
 

suatu kesehatan malah menjadi korban dan mengalami kerugian. Dengan 

demikian, akibat perbuatan yang dilakukannya pasien dapatmenderita luka 

berat, cacat, hingga kemungkinan terburuk yaitu meninggal dunia karena 

kesalahan atau kealpaan tenaga kesehatan yang lalai dalam menajalankan 

tugasnya.4 

Pasien yang dalam hal sebagai penerima layanan kesehatan , tentu 

memiliki hak-hak khusus yang telah diatur oleh Undang-Undang dan 

tercantum dalam Pasal 276 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan.Hak-hak pasien tersebut, yaitu :5 

1. Memperoleh informasi tentangkesehatannya sendiri; 

2. Memperolehinformasi tentang tindakan yang diterima; 

3. Memperoleh layanan kesehatan selaras denganstandar profesi, 

dan standar operasional prosedur; 

4. Menyetujui atau tidak menyetujui tindakan yang dilakukan 

terhadap dirinya, kecuali tindakan yang dilakukan untuk 

pencegahan penyakit menular; 

5. Memperoleh informasi dan memiliki akses terhadap rekam 

medis; 

6. Mendapatkan saran  tenaga medis dan tenaga kesehatanlain; 

7. Mendapatkan hak-hak lain sesuai ketentuanyang telah diatur 

dalam perundangan-undangan.  

                                                             
4 Ari Yunanto, Hukum Pidana Malpraktik Medik, cet 2 (Yogyakarta: Rineka Cipta, 

2009), Hlm. 27. 
5 Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No 17 Tahun 2023,  LN No. 105 Tahun 

2023, TLN No 6887, Ps 276. 
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Pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis atau tenaga 

kesehatan kepada masyarakat bisa saja tidak maksimal atau bahkan hingga 

mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi atau sering 

disebut dengan terjadinya tindakan malpraktik. Dalam hal ini, masyarakat 

sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut dapat mengajukan 

gugatan kepada penyedia layanan kesehatan dan tenaga medis atau tenaga 

kesehatan atas kelalaianatau kesalahan mereka dalam memberikan 

pelayanan kesehatan hingga tindakan itu berdampak dan pasien 

mengalami  kerugian atau penderitaan.6 

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk melaksanakan pencegahan 

dan pengobatan terhadap penyakit termasuk didalamnya pelayanan medis, 

namun tindakan dokter yang lalai dalam melakukan tindakan berakibat 

malpraktik terhadap pasien. Tindakan kelalaian yang mengancam 

keselamatan pasien merupakan tindak pelanggaran tugas profesi dan 

hukum terhadap hak pasien.7 Dokter dan tenaga kesehatan yang terbukti  

dan terlibat dalam kegiatan malpraktik bisa dikenakan hukuman atau 

sanksi jika mereka telah terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Hal 

ini tentu di atur dalam bidang hukum dan tentu mengenai peraturan 

kesehatan inidapat dilihat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan.8 

                                                             
6 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan bagi Dokter yang Diduga 

Melakukan Medikal Malpraktik,(Bandung: PT. Karya Putra Darwati, 2012), hlm. 161. 
7Indonesia, Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Standar 

Keselamatan Pasien. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017. 
8 M. Nurdin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik 

Kedokteran”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, (Juli 2015), hlm. 95. 
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Unsur dari malpraktik medis yang sangat penting adalah adanya 

kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga medis atau tenaga 

kesehatan tertentu yang menyebabkan gagalnya pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada pasien.Parameter tindakan seseorang dapat dikategorikan 

sebagai tindakan malpraktik medis, yaitu :9 

1. Unsur kelalaian  

Pelanggaran terhadap standar pelayanan medis dapat diartikan sebagai 

perbuatan lalai dan tidak teliti dalam melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai tenaga medis. 

2. Unsur kesalahan bertindak  

Kesalahan bertindak disebabkan olehminimnyaketelitian dokter atau 

penyedia layanan kesehatan lainnya terhadap pasien sehingga 

menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. 

3. Unsur pelanggaran kode etik profesi 

Saat dokter atau tenaga kesehatan lainnya bertindak di luar 

kewenangannya atau menyalahi prosedur maka saat itulah pelanggaran 

kode etik peofesi terjadi.  

4. Kesengajaan untuk melakukan tindakan yang merugikan  

Saat dokter atau tenaga kesehatan  lainnya melakukan tindakan yang 

menyimpang dari standar profesi yang telah diatur dalam kode etik 

mereka hanya karena untuk memperoleh keuntungan dari salah satu 

pihak, hal itu merupakan tindakan yang disengaja. 

                                                             
9 Alexandra Indriyanti Dewi, Etika Dan Hukum Kesehatan,(Yogyakarta: Pustaka Book, 

2008), hlm. 266 
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Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks merupakan salah satu 

putusan dari kasus tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh seorang  

dokter yang memiliki nama dr.Elisabeth Susana, M.Biomed.Terdakwa 

diduga melakukan tindak pidana Pasal 79 huruf c jo Pasal 51 huruf a 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 

Praktik kedokteran dan Pasal 360 ayat (1) KUHP. Dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum yaitu hukuman pidana selam 4 (empat) tahun dan pidana 

denda 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dapat dilunaskan maka diganti dengan pidana penjara 

selama 3 bulan. Namun hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa 

dari dakwaan terhadapnya.  

Dalam kasus ini, dr. Elisabeth Susana, M.Biomed telah melakukan 

tindakan malpraktik klinik kecantikan berupa injeksi filler karena yang 

berhak melakukan penyuntikan filler adalah dokter spesialis kulit yang  

telah memiliki sertifikasi di bidang estetika. Sedangkan terdakwa dalam 

melakukan praktik klinik yang berhubungan dengan terapi kecantikan 

(estetika medik) melalui tindakan injeksi filler hidung yang tidak memiliki 

sertifikasi keahlian atau bukti kemampuan gaya klinik dari Ikatan Ahli 

Klinik (IDI) dalam hal ini PERDAWERI (Perhimpunan Dokter Anti 

Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif Indonesia), sebagaimana 

diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan 

Melaksanakan Praktik Kedokteran. 
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Terdakwa tidak membuat StandardOperasional Prosedur (SOP) 

dalam melakukan tindakan injeksi filler hidung yang merupakan aturan 

praktik klinis bagi tenaga klinis dalam melakukan operasi,sesuai  dalam 

penjelasan Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

Tentang Kesehatan, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar 

Pelayanan Kedokteran. 

Terdakwa melakukan pemberian obat ulang tidak sesuai pedoman 

kecakapan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan kebutuhan klinis 

pasien yakni penyuntikan filler ke dalam hidung Agita Diora Fitri, tanpa 

membuat persetujuan tertulis (informed consent) untuk Agita Diora Fitri 

sebagai penerima layanan kesehatan sebelum melakukan tindakan, padahal 

terdakwa menyadari bahwa setiap kegiatan klinik haruslah memiliki 

persetujuan tertulis (informed consent) dari pasien atau keluarga pasien 

serta  kerabat terdekat pasiensebagaimana diatur dalam Pasal 293 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 45 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta 

Pasal 3 ayat (1)  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis 

tentang pembuktian putusan bebas kepada pelaku. Putusan Hakim 

Pengadilan Negeri Makassar terhadap tindakan kelalaian berat yang 
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mengakibatkan pasien mengalami kebutaan permanen, penting dibahas 

untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan hukuman. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan 

diatas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan skripsi 

dengan judul PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA 

MALPRAKTIK YANG DIPUTUS BEBAS (VRIJSPRAAK) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah yang dapat dibahas dalam penulisan ini antara lain: 

1. Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana malpraktik yang diputus 

bebas (Vrijspraak)dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 

1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks? 

2. Bagaimana perlindungan hukumterhadap korban malptraktik dilihat 

dari perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka 

tujuan yang ingin penulis capai dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian dalam tindak pidana 

malpraktik yang diputus bebas (vrijspraak) pada Putusan Nomor 

1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

korban malptraktik dilihat dari perspektif Undang-Undang Kesehatan 

dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik 

berupa manfaat secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan mampu bermanfaat dan 

menambah wawasan pengetahuan mengenai pembuktian dalam 

putusan hakim terkait dokter yang melakukan malpraktik hingga 

pasiennya mengalami kebutaan serta perlindungan hukum korban 

malpraktik.  

b. Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan 

kajian akademik sebagai bentuk dari pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama di bidang hukum, dengan mengembangkan 

pembuktian hukum mengenai penjatuhan putusan bebas hakim 

dalam tindak pidana malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter 

serta perlindungan hukum dari sisi korban malpraktik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil dari penulisan skripsi ini secara praktis diharapkan mampu 

memberikan gambaran dan masukan bagi pemerintah selaku 

pengawas dalam penegakan hukum terkait tindak pidana yang 
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dilakukan tenaga kesehatan hingga membuat cacat permanen 

pasien dikarenakan kelalaiannya. 

b. Bagi masyarakat penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi 

sumber informasi yang menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pentingnya mengawasi tindakan layanan kesehatan yang 

diterima dan memastikan telah sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur yang ada agar kejadian serupa dapat dihindari 

dikemuadian hari, serta agar masyarakat mengetahui perlindungan 

hukum yang dapat diperoleh korban malpraktik demi 

memperjuangkan hak-haknya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini 

berfokus pada pembuktiantindak pidana malpraktik yang diputus bebas 

dan perlindungan hukum korban terhadap dokter yang melakukan 

malpraktik hingga pasien mengalami kebutaan permanen dalam Putusan 

Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. 

F. Kerangka Teori 

Menurut Muhaimin, kerangka teori ialah suatu susunan dari 

beberapa teori, anggapan, pendapat, asas, keterangan, sebagai satu 

kesatuan yang logis sehingga dapat digunakan menjadi landasan, 

pedoman, dan acuan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian atau 

penulisan.Dengan kata lain, kerangka teori merupakan susunan dari 
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beberapa anggapan, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang 

logis yang menjadi acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan dalamm 

penelitian. 

Berdasarkan definisi dari teori dan kerangka teori yang telah 

dijelaskan diatas, maka penulis menggunakan beberapa teori dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Teori Pembuktian 

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan 

dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 

Pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan 

kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. 

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti 

yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim 

membuktikan kesalahan yang didakwakan.10 Proses pembuktian atau 

membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan 

kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal 

terhadap kebenaran peristiwa tersebut.11 

                                                             
10 M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2006), hlm. 273. 

11Martiman Prodjohamidjojo. Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984). hlm. 11. 
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Sumber-sumber pembuktian, diantaranya adalah:12(a) Undang-

undang, (b) doktrin atau ajaran, dan (c) Yurisprudensi. Perlu diketahui 

disini bahwa ketika didalam praktik pembuktian menemukan kesulitan 

dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk 

memenuhi kebutuhan maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi. 

Sistem atau Teori Pembuktian13 

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka 

(conviction intime) 

Terbukti atau tidaknya kesalahan semata-mata ditentukan atas 

penilaian keyakinan hakim. Dasar hakim membentuk 

keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti. 

2. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif 

(positif wettelijk bewijs theori) 

Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan 

alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus 

menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa 

mempertimbangkan keyakinannya sendiri. 

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan 

yang logis (conviction rasionnee) 

                                                             
12 Syaiful Bakhri. Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, (Yogyakarta: 

Media Total, 2009), hlm.125. 
13 Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika 2010). 

hlm.249-257 
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Putusan hakim harus disertai pertimbangan dan alasan yang 

jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh 

reasoning yang harus reasonable. 

4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif 

(negatif wettelijk bewijs theorie) 

Sistem pembuktian ini berada diantara sistem positif wettelijk 

dan sistem conviction resionnee Salah tidaknya seorang 

terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan 

pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum adalah konsep yang menyatakan 

perlindungan untuk subjek hukum diberikan berlandaskan peraturan 

perundang-undangan serta pelaksanaanya bersifat memaksa dengan 

suatu sanksi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

memberikan penjelasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang 

berarti Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. 

Perlindungan hukum dapat menjadi unsur yang penting dan menjadi 

hasil dari suatu negara hukum.  

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat 

sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pada 

perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya 
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sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan 

mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang 

represif bertujuan untuk menanggulangi sengketa yang terjadi. 

Perlindungan hukum yang sangat besar artinya bagi tindak 

pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena 

dengan adanya perlindungan hukum preventif. 14 

Tujuan penyelenggaraan rumah sakit dirumuskan dalam Pasal 

3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang 

dinyatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan 

untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, 

masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia 

dirumah sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar 

pelayanan rumah sakit dan memberikan kepastian hukum kepada 

pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah 

sakit.15 

Indonesia haruslah  memberikan perlindungan hukum terhadap 

warga masyarakatnya. Karena itu, perlindungan hukum tersebut 

melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam 

wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah 

Negara demi mencapai kesejahteraan bersama. 
                                                             

14 Philipus M. Hadjon , Op.cit., hlm. 4. 
15 Indonesia, Undang-Undang Rumah Sakit, UU No 44 Tahun 2009,  LN No. 153 Tahun 

2009, TLN No 5072 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu proses analisa yang meliputi 

metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk 

mempelajari suatu gejala hukum tertentu, kemuadian mengusahakan 

dalam pencarian pemecahan masalah yang ada.16 Metode penelitian 

hukum merupakan bentuk dari proses sistematisasi dan perumusan 

sejumlah aturan hukum dan pengertian-pengertiannya ataupun untuk 

mengkaji hukum dalam pendekatan konsep hukum agar memungkinkan 

dalam hal memudahkan pengelolaan material hukum. 

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yang Penulis 

gunakan adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian 

hukum yuridis normatif.Istilah penelitian hukum normatif iniberasal 

dari bahasa Inggris, yaitu normative legal research.17 Philipus M. 

Hadjon mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menemukan argumentasi hukum 

melalui analisis terhadap pokok permasalahan.18Sedangkan menurut 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif disebut 

juga sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan 

                                                             
16 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian hukum Normatif Dan Empiris, (Depok: 

Prenadamedia, 2018), Hlm. 2. 
17Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 18 
18 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 3. 
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cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.19 Penelitian 

hukum normatif merupakan penelitian dengan cara menemukan 

kebenaran berupa aturan hukum yang sesuai dengann norma hukum 

dalam bentuk perintah atau larangan terhadap kesesuaian dengan 

prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan 

norma hukum atau prinsip hukum yang ada. Penelitian normatif ini 

difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai 

sumber data seperti pasal dalam perundangan, putusan pengadilan, 

serta doktrin dari berbagai pakar hukum.20 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dalam pelaksanaanya menggunakan berbagai macam 

pendekatan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menerangkan hal 

tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis memiliki 

gambaran yang terbentuk dalam data awal tentang permasalahan yang 

diteliti.21 Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang  telah 

diuraikan sebagai berikut.22 

 

 

 

                                                             
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 13-14. 
20Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: Unpam Press, 2019), hlm. 63. 
21 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 

Hlm. 55. 
22  Johnny Ibrahim, Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2007), hlm. 300 
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a. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach) 

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang 

dilaksanakan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan 

isu hukum yang sedang dialami.23 Dalam penelitian ini, penulis 

akan menelaah dan menganalisis norma hukum yang berkaitan 

dengan pembuktian tindak pidana malpraktik dan perlindungan 

hukum korbann tindak pidana malpraktik. 

b. Pendekatan kasus (case approach) 

Pendekatan kasus dalam penelitian dimaksudkan untuk 

mempelajari mengenai pembuktian dan norma dalam kaidah 

hukum yang dilakukan. Dalam penelitian hukum normatif, kasus-

kasus hukum dapat dipelajari dengan tujuan untuk memperoleh 

gambaran terhadap aturan hukum dalam praktik hukum, serta 

dalam penelitian ini menggunakan hasil analisisnya untuk bahan 

masukan eksplanasi hukum. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

sekunder merupakan bahan hukum yang terbagi dalam tiga jenis yaitu 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Adapun penjelasan dari masing-masing bahan hukum adalah sebagai 

berikut: 

                                                             
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prena Media Group, 

2016), hlm.133-134. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum utama yang bersifat autoritatif yaitu bahan 

hukum yang mempunyai otoritas atau disebut juga dengan bahan 

hukum primer.24 Bahan hukum primer meliputi peraturan 

perundang-undangan, dokumen resmi, dan segala dokumen resmi 

yang memiliki ketentuan hukum, dan juga putusan hakim.25 

  Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan, yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;26 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 

Tentang Peraturan Hukum Pidana;27 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1981Tentang Hukum Acara Pidana;28 

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;29 

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen;30 

                                                             
24Ibid. Hlm. 140 
25 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 47 
26 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

27 Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 
127 Tahun 1958 
28 Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 
Tahun 1981, TLN No. 3209. 

29Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No.17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 
2009, TLN No 6887 

30Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, LN No. 22 
Tahun 1999, TLN No 3821 
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6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;31 

7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban;32 

8) Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 

1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang menguraikanpenjelasan mengenai 

bahan bahan hukum primer disebut dengan bahan hukum sekunder.  

Bahan hukum sekunder ini dapat digunakan untuk membantu 

menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum 

ini meliputi hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, 

literatur terkait perlindungan hukum, buku-buku yang terkait 

dengan pendapat ahli hukum, skripsi, tesis, laporan penelitan,  

laporan hukum, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.33 

 

 

                                                             
31 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 
5076. 

32Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,UU No 31 tahun 2014, LN No 293 Tahun 2014, 
TLN No 5602 

33Sri Mamuji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum sebagai penunjang guna memberikan 

petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan juga 

bahan hukum sekunder disebut dengan bahan hukum tersier. Bahan 

hukum tersier dapat berupa kamus hukum (Law dictionary), 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media internet, dan 

sumber-sumber hukum lain sebagai penunjang.34 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara studi kepustakaan (library research). Teknik studi 

kepustakaan ini melibatkan penggabungan bahan-bahan hukum dari 

berbagai sumber tertulis yang mana dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi yang komprehensif dan menyeluruh. Pengumpulan bahan 

hukum ini dilakukan dengan cara mengklasifikasi sumber-sumber  

hukum tersebut agar dapat mempermudah penyusunan penelitian. 

Pengumpulan bahan hukum ini dapat dilakukan melalui penelusuran 

dari sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian 

kepustakaan juga mencakup peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, literatur, serta tulisan lain yang relevan dengan isu yang 

sedang diteliti. 

 

                                                             
34 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013), Hlm. 13. 
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Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengumpulan bahan 

hukum melalui studi kepustakaan adalah sebagai berikut:35 

a. Mengindentifikasi darimana sumber bahan hukum tersebut 

diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada 

sumbernya; 

b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti 

melalui daftar isi pada tiap-tiap produk hukum tersebut; 

c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti 

pada lembar catatan khusus dengan melakukan pemberian 

tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber 

bahan hukumnya dan perolehannya; 

d. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh itu sesuai 

dengan masalah dan tujuan pada penelitian. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Langkah selanjutnya setelah melakukan pengumpulan bahan 

hukum adalah melakukan analisis bahan hukum. Menurut Nanang 

Martono, analisis bahan hukum bertujuan untuk menjawab masalah 

penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian dengan cara 

menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga 

memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian.36 

                                                             
35 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 82 
36 Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016), hlm. 10 
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Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara merangkum serta 

memilah hal-hal pokok yang dianggap penting yang kemudian diikuti 

dengan penyajian dari bahan hukum dan suatu proses lanjutan yang 

dilaksanakan dengan cara menyatukan penjelasan yang telah didapat 

dari analisis bahan hukum. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif, yang mana Penulis dalam hal ini menafsirkan dan 

menjabarkan semua bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan 

memadukan konsep, pendapat para ahli, peraturan yang sesuai, serta 

pembahasan kasus guna menyusun informasi, dengan tujuandapat 

dilakukan penarikan kesimpulan yang didapat dari bahan-bahan 

hukum  dalam bentuk teks naratif. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan untuk 

penelitian ini adalah metode deduktif, yang mana metode ini adalah 

proses penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat 

umum, lalu merujuk pada kesimpulan yang bersifat khusus yang 

didapat dari hasil penelitian pada bahan-bahan hukum yang telah 

didapat.37 

 

 

                                                             
37 Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar 

Maju, 2002), Hlm. 23. 
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